BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN DISPENSASI
NIKAH BAGI PASANGAN NIKAH SIRRI DI BAWAH UMUR

. Analisis terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kraksaan dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah
Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Kirs.

Peradilan Agama merupakan satu diantara tiga peradilan khusus di
Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama hanya mengadili
golongan rakyat tertentu, yaitu hanya dalam lingkup orang yang 'beragama
Islam. Dalam pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah,
dan ekonomi syari'ah. Kata “orang-orang yang beragama Islam” dalam peraturan
tersebut adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya
menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam.

Salah satu kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama adalah
mengadili perkara dibidang perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan bidang
perkawinan secara rinci telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam pasal 7 ayat 2
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menjelaskan bahwa permohonan dispensasi nikah merupakan salah satu
kekuasaan absolut Pengadilan Agama di bidang perkawinan.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Kraksaan
yang menangani perkara permohonan  dispensasi nikah  nomor:
032/Pdt.P/2011/PA Krs. harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang
dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya bisa
mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan tidak merugikan pihak yang
terkait.

Kasus yang terkutip dalam penetapan Pengadilan Agama Kraksaan
Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Krs. menjelaskan bahwa kedua calon mempelai
telah menjalin cinta hingga mereka melakukan nikah secara sirri meskipun pihak
mempelai pria masih belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan.
Ketika sang istri hamil 5 bulan, kekhawatiran akan kesusahan untuk
mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak muncul. Oleh
sebab itu, mereka mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan
Agama setempat. Namun, ketika mereka mendaftarkan kehendak nikah di
Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut ditolak dengan alasan pihak calon
mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut
Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun.

Kemudian ayah kandung dari calon mempelai laki-laki selaku Pemohon,

mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama guna



61

mendapatkan izin untuk menikahkan mereka seperti yang tercantum dalam
Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, “dalam hal
penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria
maupun pihak wanita”.

Alasan utama yang digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan
dispensasi nikah adalah agar mudah mendapatkan akta nikah dan akta kelahiran
bagi cucu pemohon kelak. Majelis hakim menganggap alasan tersebut salah,
karena pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk melegalkan
perkawinan yang dilakukan anaknya. Alasan yang diajukan oleh pemohon lebih
pas jika digunakan sebagai alasan untuk mengajukan isbat nikah.

Dalam menetapkan perkara di atas, majelis hakim Pengadilan Agama
Kraksaan menggunakan dasar hukum Pasal 7 ayat (3) huruf (¢). Dengan anjuran
bahwa anak pemohon bisa mengajukan isbat nikah bagi perkawinan anaknya
yang sudah sah menurut agama.

Pertimbangan majelis hakim menggunakan dasar hukum tersebut adalah
karena pemohon dan majelis hakim telah yakin bahwa perkawinan yang
dilakukan anaknya adalah sah menurut hukum Islam. Sehingga tidak perlu
mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk melegalkan perkawinan yang
dilakukan oleh anak pemohon. Cukup dengan melakukan isbat nikah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan
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dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup beralasan, sehingga
permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah melihat kronologi penyelesaian perkara dispensasi nikah bagi
pasangan nikah sirri di bawah umur dan juga melihat dasar pertimbangan hakim
terhadap perkara tersebut, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dasar hukum pasal 7 ayat (3) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam tidak
dapat diberlakukan dalam kasus dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di
bawah umur. Pasal tersebut berbunyi “isbat nikah yang dapat diajukan ke
Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e)
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan
perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Secara gamblang
tersirat dalam deskripsi kasus t’ersebut bahwa adanya pelanggaran dalam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1, yaitu
melanggar tentang batas usia nikah.

Penolakan dispensasi nikah yang dilakukan oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Kraksaan dalam perkara nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Krs.
dengan menganjurkan para pihak untuk melakukan isbat nikah sangat merugikan
pihak yang berperkara. Ketika anak pemohon melakukan isbat nikah tanpa
adanya penetapan dispensasi nikah bagi mercka yang masih di bawah umur,
pihak Pegawai Pencatat Nikah belum bisa menerima permohonan kechendak

nikah yang mercka ajukan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 68 Kompilasi
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Hukum Islam dan pasal 20 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan
atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adalnya
pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1) meskipun tidak ada pencegahan
perkawinan.

Akibat yang lebih kompleks dari penolakan dispensasi nikah bagi
pasangan nikah sirri di bawah umur dengan memberikan anjuran untuk
melakukan isbat nikah adalah majelis hakim terkesan mempersilahkan bagi kaum
remaja yang belum cukup umur untuk melakukan nikah sirri dengan memberi
solusi kemudahan untuk melakukan isbat nikah.

Penulis lebih setuju agar dispensasi nikah tersebut ditetapkan. Hal ini
akan memberikan maslahat yang iebih besar bagi pihak yang berperkara. Anak
pemohon bisa segera mendapatkan akta nikah dari pihak Pegawai Pencatat
Nikah setempat. Kelak ketika anaknya sudah lahir, mereka tidak kebingungan
untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anaknya dengan status anak yang sah
dari perkawinan yang mereka lakukan.

Hakim sebagai penentu dari para pencari keadilan harus bisa
memberikan suatu putusan perkara sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan
disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta kemaslahatan bagi pihak

berperkara.



B. Analisis Yuridis terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah
Sirri di Bawah Umur dalam Penetapan Nomor: 032/Pdt.P/2011/PA Krs.

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan
Republik Indonesia, adalah prinsip kematangan calon mempelai. Oleh karena
itu, Undang-Undang menetapakan batas usia minimal, 19 tahun bagi pria dan 16
tahun bagi wanita pasal 7 Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan.' Pada usia
itu, baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki
gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga
dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan
penduduk. Seandainya batas usia ini ditetapkan pada angka yang lebih rendah
akan menyebabkan angka pertambahan penduduk menjadi lebih tinggi sebab itu
berarti memperpanjang usia reproduksi bagi wanita.

Keberadaan batas usia nikah merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh
masing-masing calon pengantin agar bisa melaksanakan perkawinan. Apabila
syarat tentang batas usia nikah ini belum terpenuhi, maka calon pengantin akan
kesulitan untuk mencapai perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia.
Ada beberapa aturan yang mengatur secara tegas tentang batas usia nikah dalam
perkawinan. Pertama, pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor |1 tentang
Perkawinan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

'Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat |
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pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kedua, pasal 15
Kompilasi Hukum Islam. Tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, KHI memperkuat aturan yang ada dalam undang-undang dengan
memberikan keterangan tentang tujuan dari adanya batas usia nikah. Adapun
bunyi dari KHI pasal 15 adalah “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga
perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur
yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang undang No 1 tahun 1974 yakni calon
suami sekurangkurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya
berumur 16 tahun”.

Kedua aturan tersebut dengan jelas menyatakan kewajiban tentang
terpenuhinya batas usia nikah. Pada pasal 7 ayat | Undang-undang Nomor 1
tentang Perkawinan menggunakan kata “hanya diizinkan” dan dalam KHI pasal
15 menggunakan kata “hanya boleh dilakukan”. Kedua kata-kata tersebut
berindikasi bahwa pelaksanaan perkawinan harus terpenuhi syarat perkawinan
berupa batas usia nikah.

Pembatasan usia dalam perkawinan bertujuan mencapai sebuah rumah
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang
perkawinan. Oleh karena itu, pembatasan usia dalam perkawinan amat penting
sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga. Tujuan lain
tentang ketentuan batas umur adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan

keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang
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masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan

dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang

wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.
Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 menjelaskan

dalam pasal 26 ayat 1 tentang pencegahan perkawinan usia dini, yaitu:

l. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,
memelihara, mendidik dan melindungi anak.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan
minatnya.

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Adapun akibat hukum terhadap pelanggaran batas usia nikah adalah
perkawinan yang telah terselenggara tersebut bisa dibatalkan. Hal ini tersurat
dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (d). Sedangkan secara formal
Pegawai Pencatat Nikah dituntut untuk memeriksa terpenuhi atau belum
terpenuhinya tentang usia nikah bagi calon mempelai. Apabila calon mempelai
belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan, dijelaskan dalam
Kompilasi Hukum Islam pasal 68 dan pasal 20 Undang-undang No. | tahun
1974 tentang Perkawinan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan
melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui
adainya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10

atau pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan
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perkawinan. Apabila Pegawai Pencatat Nikah tetap melangsungkan perkawinan
bagi pasangan nikah di bawah umur, maka Pegawai tersebut dapat dikenakan
sanksi berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 7.500,-.

Walaupun batas usia untuk melangsungkan pernikahan sudah ditetapkan,
undang-undang masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan
yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asalkan ada keterangan dispensasi
dari pengadilan berdasarkan permohonan dari kedua orang tua kedua belah
pihak.? Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tampak
memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat batas usia dalam perkawinan.
Bagi orang yang akan melakukan perkawinan dapat meminta dispensasi kepada
pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tuanya. Apabila
calon mempelai di bawah umur tersebut telah mendapatkan izin dispensasi
nikah oleh pengadilan, perkawinan mereka baru bisa diselenggarakan oleh
pegawai pencatat nikah, yang kemudian permohonan dispensasi nikah itu

dimuat dalam akta nikah.

Dengan melihat ketentuan itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan baik pria maupun wanita harus
sudah dewasa dan sudah matang jiwanya. Oleh karena itu sejalan dengan tujuan

perkawinan itu sendiri dan demi kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan

*Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor | tahun 1974



68

langsung, atas dasar pertimbangan kemaslahatan maka perkawinan harus
dilaksanakan pada batas umur tertentu, di mana seorang sudah dianggap dewasa
dan matang jiwanya dan perkawinan di bawah umur sudah sepatutnya dilarang.

Dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah nomor
032/Pdt.P/2011/PA Krs. di Pengadilan Agama Kraksaan, majelis hakim menolak
permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa
alasan yang digunakan Pemohon salah. Majelis hakim berpendapat bahwa
perkawinan yang telah dilakukan oleh anak Pemohon dan calon menantu
Pemohon telah sah. Sehingga tidak memerlukan dispensasi nikah, cukup dengan
melakukan isbat nikah untuk melegalkan perkawinan yang mereka lakukan.

Secara formal majelis hakim berhak menolak alasan-alasan yang
diungkapkan oleh pemohon. Karena undang-undang tidak mengatur alasan-
alasan apa saja yang dapat diajukan untuk memperoleh dispensasi nikah. Di
sinilah hakim dituntut untuk dapat menilai perkara-perkara yang diajukan.
Selain mempertimbangkan alasan-alasan dispensasi nikah dari pihak berperkara,
hakim juga harus menilai bagaimana sikap, tindakan dan emosional para pihak,
karena semua itu sangat berpengaruh pada hasil suatu penetapan.

Berkaitan dengan pendapat Majelis Hakim tentang sahnya suatu
perkawinan, Hakim berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Pernyataan tersebut berbeda

dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Dalam pasal 2 Undang-
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undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa *“(1) Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku”. Undang-undang tersebut menyatakan
bahwa perkawinan dianggap sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan
harus dicatatkan.

Ketentuan tentang sahnya perkawinan yang ada pada pasal 2 Undan-
undang Nomor 1 tahun 1974 diperjelas penekanannya dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 4, 5, 6, dan 7. Pasal-pasal tersebut memuat aturan sebagai berikut:

1. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut Hukum Islam

2. Setiap sah harus dicatat

3. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah (PPN)

4. Perkawinan di luar PPN adalah perkawinan liar

5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh
PPN.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan lagi
sebagai individual affair atau urusan pribadi. Akan tetapi ada campur tangan
penguasa dalam setiap perkawinan. Bagi mereka yang tidak mematuhi, dalam
KHI dengan tegas tidak segan-segan menjatuhkan sanksi barupa hukuman

“perkawinan tidak sah dan tidak mengikat™.
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Dalam kasus penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di
bawah umur, ada 2 point masalah yang harus diselesaikan. Masalah pertama
adalah pclanggaran batas usia nikah (perkawinan di bawah umur). Masalah
kedua adalah pcrkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pcgawai Pencatat
Nikah serta tidak dicatatkan (nikah sirri).

Penulis tidak setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh majclis
hakim yang mengadili perkara tersebut. Penolakan tersebut bisa berakibat
panjang mengingat perbedaan pendapat antara KUA setempat  yang
menganjurkan adanya permohonan dispensasi nikah. Sementara di sisi lain
Pengadilan Agama menganggap permohonan dispensasi nikah yang Pemohon
ajukan tidak tcpat karcna anak Pcmohon sudah mecnikah sirri dcngan calon
menantu Pemohon. Bagi para pihak, perbedaan pendapat antara KUA dengan
Pengadilan Agama dianggap upaya untuk mempersulit legalisasi yang hendak
Pemohon ajukan. Sehingga mengurangi kepercayaan bagi Pemohon secara
khusus dan masyarakat secara umum terhadap pemerintah tentang layanan
masyarakat.

Akibat lain dengan ditolaknya permohonan dispensasi nikah adalah
tentang status anak yang dikandung oleh calon menantu Pemohon. Mengingat
usia kandungan yang sudah 5 bulan. Ketika anak Pemohon kembali mengajukan

permohonan isbat nikah, tidak menutup kemungkinan anak yang dikandung
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istrinya sudah lahir. Apabila anak tersebut lahir sebelum penetapan isbat nikah
dinyatakan inkrah, berarti anak tersebut berstatus anak di luar nikah.

Sesuai Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan discbutkan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari pasal tersebut ada dua
bentuk kemungkinan, anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang
lahir dalam perkawinan yang sah. Dari bunyi pasal tersebut dapat diartikan
bahwa anak hasil hubungan luar nikah dan anak hasil dari perkawinan yang
tidak sah, ketika dilahirkan sctelah ibunya melakukan perkawinan yang sah,
maka anak yang dilahirkan tetap menjadi anak sah dan anak tersebut tetap
mendapatkan hak-hak dari kcdua orang tuanya scperti nafkah, perwalian, hak
mcmakai nama orang tua, menjadi ahli waris dari ayah dan ibu scrta keluarga
ayah dan ibu dan sebagainya.

Perkawinan sirri yang dilakukan pasangan anak Pemohon dan istri anak
Pemohon bisa mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau
mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu,
legalitas perkawinan harus segera mereka dapatkan.

Jadi, menurut penulis proses pencatatan nikah bagi pasangan nikah sirri
di bawah umur adalah dengan mengajukan pcrmohonan dispensasi nikah dan
permohonan isbat nikah secara kumulatif (penggabungan permohonan). Buku II

tentang Pcdoman Pclaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
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menjelaskan bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan
diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila
antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan
memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya
putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Beberapa tuntutan dapat
dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang
digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat
ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.

Berdasarkan fakta yang ada dalam kasus diatas, antara isbat nikah dan
dispensasi nikah akan lebih memudahkan pemeriksaan. Dengan menggunakan
upaya ini, akan mcwujudkan salah satu asas pcradilan yaitu scdcrhana, ccpat,
dan biaya ringan. Scbagaimana terkutip dalam pasal 57 ayat 3 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dengan langkah ini, adanya penetapan isbat nikah dari Pengadilan
Agama akan memberikan keuntungan bagi para pihak, yaitu berupa
pencantuman tanggal pelaksanaan perkawinan yang mercka lakukan sesuai
tanggal perkawinan sirri. Sedangkan adanya penetapan berupa dispensasi nikah,
akan membcrikan kcuntungan bagi para pihak untuk mencatatkan perkawinan

pada Pegawai Pencatat Nikah meskipun dari pihak pria masih di bawah umur.



